WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14¢ TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Menimbang:

Mengingat:

MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata laksana
pengelolaan dan penghunian pengelolaan rumah susun
sederhana sewa milik Pemerintah Kota Banjarmasin oleh
UPTD Pelayanan Rumah Susun dan Sewa yang
profesional, berdedikasi, transparan dan akuntabel,
bahwa untuk operasional, pemeliharaan, dan perawatan
dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik
Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu ditetapkan besaran
tarif sewa satuan rumah susun sederhana sewa;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
ayat (7) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 149
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik
Pemerintah Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 teqtang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5884) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624);
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6004);
Il:;eratt_.lran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan
Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 596);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 71);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 149 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik
Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 149);

Berita Acara Penetapan Tarif Satuan Sewa Rumah Susun
Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor:
600.2.6.4/01-DPRKP.RUSUN/1/2024, tanggal 2 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Penetapan tarif sewa satuan rumah susun sederhana sewa
milik Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Wali Kota.



KEDUA:

KETIGA:

KEEMPAT:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali
Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin.

Pada saat keputusan Wali Kota ini ditetapkan, maka
Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 344 Tahun 2013
tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Keputusan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 639 Tahun 2019 tentang Penetapan Iuran
Rumah Susun Teluk Kelayan Kota Banjarmasin, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Jayuari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TARIF SATUAN SEWA RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

PENETAPAN TARIF SATUAN SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

TIPE SARUSUNAWA SATUAN iﬁiff
1. Tipe 21
a. Lantail (satu) sarusunawa per bulan 190.000,-
b. Lantai II (dua) sarusunawa per bulan 170.000,-
c. Lantai III (tiga) sarusunawa per bulan 150.000,-
d. Lantai IV (empat) sarusunawa per bulan 120.000,-
2. Tipe 24
a. Lantai Dasar sarusunawa per bulan 320.000,-
b. Lantai I (satu) sarusunawa per bulan 290.000,-
c. Lantai Il (dua) sarusunawa per bulan 270.000,-
d. Lantai III (tiga) sarusunawa per bulan 250.000,-
e. Lantai IV (empat) sarusunawa per bulan 220.000,-
3. Tipe 36
1. Lantai I (satu) sarusunawa per bulan 600.000,-
2. Lantai II (dua) sarusunawa per bulan 550.000,-
3. Lantai III (tiga) sarusunawa per bulan 500.000,-
4. Lantai IV (empat) sarusunawa per bulan 450.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

%.

IBNU SINA




